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Abstrak 

Pembiayaann pendidikann menjadi salah satu faktor yang sangat 

menentukan dalam keberlangsungan pendidikan, sehingga dapat memenuhi 

standar kualitas pendidikann nasional. Terdapat berbagai macam komponenn di 

dalam pembiayaann pendidikan. Umumnyaa dihitung dari biayaa nyata (Real 

Cost) atau biasanyaa disebut Money Cost, seperti Capital Cost atau Durable Asset 

dan Recurrent Cost atau biayaa operasional. Adapun biayaa peluang atau 

Opportunity Cost sebagai biayaa yang harus dibayar, misalnya memilih studi dari 

pada bekerjaa tidak pernah dihitung. Penghitungann biayaa pendidikan meliputi 

antara lain Total Cost yang mencakup Fixed Cost dan Variable Cost, unit Cost per 

program studii atau per siswa atau mahasiswa, Average Cost, dan Marginal Cost. 

Berbagaii macam jenis biayaa tersebut tentunyaa mempunyai bermacam 

karakteristik yang berbeda-beda. 
 

Kata kunci ; Capitall Cost, Recurrentt Cost, Opportunityy Cost, Biaya Pendidikan 

 

PENDAHULUAN 

Dalam penyelenggaraan pendidikann terutama di sekolah, baik di tingkatt 

Sekolahh Dasar, Sekolahh Menengahh ataupun di tingkat Pendidikan Tinggi, 

biaya tidak dapat diabaikan, karena tanpaa biayaa prosess pendidikan di sekolahh 

tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Pada satuan pendidikan terutama di 

tingkatt sekolah, biayaa pendidikann diperolehh dari subsidi Pemerintahh Pusat, 

Pemerintahh Daerah, iurann siswaa dan sumbangann masyarakatt. 

Sementaraa biaya pendidikann yangg cukup besarr dalam masyarakatt 

industri modernn berasall dari orangg tua, masyarakat, dan dunia industri. Orangg 

tuaa akann menyadari dan menanggungg biayaa pendidikan (SPP) yangg lebihh 

riil, sedangkann dari sektor pemerintah kemungkinan melaluii pajakk pendidikan. 

Darii masyarakatt dapatt berupaa sumbangan, begituu pulaa dari dunia industri, 

misalnyaa untukk melakukann penelitian. 

 AT – TA’LIM Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam e- ISSN: 2656-9728, p- ISSN: 

2656-971X Volume 3, Edisi II (Oktober 2021), www.ejournal.an-nadwah.ac.id 

http://www.journal.an-nadwah.ac.id/
mailto:abdulhamidsyahrul2@gmail.com
http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/key/capital-cost
http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/key/-recurrent-cost
http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/key/-opportunity-cost
http://jurnal.upi.edu/penelitian-pendidikan/key/-biaya-pendidikan


SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI SEKOLAH 

 

www.journal.an-nadwah.ac.id                         26 | P a g e  

 

Menurut Nanang, lembagaa pendidikann atau sekolahh pada umumnyaa 

tidak langsungg menanggungg seluruhh biaya, karenaa gajii guru dan saranaa 

pendidikann dominann bersumberr dari pemerintahh untuk Sekolah Negerii 

ataupun darii yayasann untuk Sekolahh Swasta. Sedangkan uangg pemerintahh 

sebagiann dari masyarakatt melalui pembebasann wajib pajak. Pajakk yang 

dibayarr olehh masyarakatt dipandangg sebagaii biaya tidakk langsung. Oleh 

karenaa itu, pendidikann dapat dipandangg sebagai aktivitass yangg bersifat 

pelayanann umum.1  

Pembiayaan adalahh kemampuann internal sistem pendidikann untuk 

mengelolaa dana-danaa pendidikann secara efesien. Pembiayaann pendidikan 

tidakk hanyaa menyangkut analisaa sumberr saja, akan tetapii juga menggunakann 

dana-danaa secaraa efesien.2 Dalam dunia pendidikan saat ini telah menghadapi 

banyak permasalahan dan hambatan. Salahh satu permasalahann klasik yang 

selalu dihadapi duniaa pendidikann adalah mengenai sumber dana atau 

pembiayaan yang sangat minim sekali, sekalipun anggaran pendidikan yang telah 

direncanakan belum memenuhi target atau masih sangat kecil seperti yang 

diharapkan dari seluruh pendapatan dari APBN kita, termasuk untuk alokasi dana 

pendidikan dari anggaran APBD yang juga masih sangat kecil bila kita kaitkan 

dengan penting dan besarnya biaya pendidikan yang ada saat ini.  

         
PEMBAHASAN 

A. Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan 

Pembiayaann pendidikann adalah sebagaii nilai rupiahh dari seluruhh 

sumber dayaa (Input) yangg digunakan untukk suatuu kegiatan pendidikan. 

Pembiayaann adalah kemampuann interval sistem pendidikan untukk mengelola 

dana-danaa pendidikann secara efisien. Pembiayaan pendidikann tidak hanyaa 

menyangkut analisaa sumberr saja, akan tetapi jugaa menggunakan dana-danaa 

secara efisien. Semakin efisienn sistem pendidikann itu makin kurangg pula danaa 

 
1  Fatah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan  Pendidikan. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2000.  

Hlm. 4. 
2  Ibid. Hlm. 110 
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yang diperlukann untuk mencapaii tujuan-tujuannyaa dan karena itu lebihh 

banyakk dicapai dengann anggarann yang tersedia.3  

Biayaa pendidikann merupakan salahh satu komponenn masukan 

Instrumental yang sangatt penting bagi penyelenggaraann pendidikan.4 Hampirr 

tidak adaa upaya pendidikann yang mengabaikan peranann biaya, sehinggaa dapat 

dikatakan tanpaa biaya, proses pendidikann tidak dapat berjalan. Biayaa 

pendidikann merupakan dasarr empiris untuk memberikann gambarann 

karakteristikk sekolah. Analisiss efesiensi keuangann sekolahh dalam 

pemanfaatann sumber-sumberr keuangan sekolahh dari hasill (Output) sekolahh 

dapat dilakukann dengan menganalisaa biaya satuann persiswa. Biayaa rata-rata 

persiswa di hitung dari total pengeluarann sekolahh dalam kurunn waktuu 

tertentu. Dengan mengetahui besarnyaa biayaa satuan peristiwa menurut jeniss 

dan jenjang pendidikann berguna untukk menilai berbagai alternatiff kebijakan 

dalam peningkatann mutuu pendidikan.5 

Pembiayaann sebagai salahh satu komponenn sistem pendidikan 

memerlukann kajiann yang lebih mendalamm dan penelitiann yang lebih cermatt 

supaya untuk menggunakann dana-danaa yang tersedia secara tepat, untuk satuu 

pengeluarann pendidikann yang tidak dapatt terhindar, Intern padaa hasill dan 

dapat digunakann sebelumnya yangg tepat dan sebenar-benarnyaa sehinggaa akan 

terlihat secara langsungg pengaruhnya. Penegasan diatas mengisyaratkann bahwa 

aspek-aspekk kualitas maupun kuantitas pendidikann dapat diterangkann dari 

konsep penbiayaan. Hal ini berartii bahwaa dalam kondisii ideal, ketersediaann 

biayaa yang memadai dengann manajemenn pembiayaann yang lebih baikk dapat 

menyumbangkann peningkatann hasil pendidikann baik dilihat dari jumlah 

maupunn mutunya. 
 

B. Penyusunan Anggaran Pembiayaan Pendidikan 

Suatu lembaga pendidikan sebagaii produsen jasaa pendidikan secaraa 

teoritis menimbulkann konsepp biaya yang samaa dengan bidang-bidangg 

 
3  Supriadi, Dedi. Satuan Biaya Pendidikan. Bandung. Remaja Rosdakarya.  2004,  Hlm. 4. 
4  Ibid. Hlm. 6. 
5  Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan…., Hlm. 24. 
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aktivitas lainnya. Danaa atau biayaa pendidikann merupakan faktorr yang penting 

dalamm menghasilkan siswa yang berkualitas disuatu lembagaa pendidikann 

(sekolah). Artinya lembagaa pendidikann tersebut memerlukann danaa yang akan 

dipergunakan dalamm berbagai keperluan, yaitu untukk gaji tenagaa pendidikann 

lainnya, gaji tenagaa administrasi, biayaa pengadaann dan pemeliharaan saranaa 

dan prasarana (ruang belajar, ruangg laboratorium, perpustakaan, gedung dan 

fasilitass lainnya) serta biayaa penyelenggaraann pendidikan, perluasann dan 

pengembangannya. 

Penyusunann anggarann merupakan langkah-langkah positif untukk dapat 

merealisasikan penggunaann pembiayaan. Kegiatan ini melibatkann pimpinan 

tiap-tiapp unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunann anggarann merupakan 

negosiasi atau perundingann atau kesepakatann antara pucuk pimpinann dengan 

bawahannyaa untuk menentukan besarnyaa alokasi biayaa untuk suatu 

penganggaran. Hasil akhirr dari suatu negosiasii merupakan suatu pernyataann 

tentang pengeluarann dan pendapatann yang diharapkan dari sumberr dana. 

Dalam penyusunann anggarann pada setiap harus didasari oleh konsep 

perencanaan, baik perencanaan pendapatan maupun perencanaan pembiayaan 

untuk aktivitas yang akan dijalankan pada unit-unit lembaga. 

Perencanaan yang dimaksudkan adalah suatu pemikiran tentang rencana 

kerja yangg akan dilakukan. Bentukk dan tahapan pelaksanaannya dapatt berjalan 

menurutt garis yang sudah ditentukan, artinya jelas sasaran dan tujuannya. Dalam 

konteks perencanaan pembiayaan, untuk merencanakan pembiayaan secara 

seimbang, harmonis dengan menentukan ukuran-ukuran segala sesuatu mengenai 

rencana pembiayaan secara akurat pula. Secara logis suatu aktivitas haruslahh di 

mulai dengan suatuu perencanaann yang akurat guna menghindari kesalahan dan 

kekeliruan. 

1. Karakteristik Anggaran 

Pembiayaann pendidikann dalam Undang-Undangg Sistem Pendidikann 

Nasionall Nomor 20 Tahun 2003, pasal 46 ayat 1 menyatakan merupakan 

tanggungg jawab bersamaa antara pemerintah, pemerintahh daerahh dan 

masyarakat. Kemudian ayat 2 pemerintah dan pemerintahh daerahh bertanggung 
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jawabb menyediakan anggaran pendidikann sebagaimanaa diatur dalamm pasal 31 

ayat 4 Undang-Undang Republikk Indonesiaa Tahun 1945.6 

Secara umum pembiayaann pendidikann dibedakan menjadi duaa jenis, 

yaitu biayaa rutin ataun Recurring Cost dan biayaa modal atau Capital Cost. 

Recurringg Cost padaa intinyaa mencakup keseluruhan biayaa operasionall 

penyelenggaraann pendidikan, seperti biayaa administrasi, pemeliharaann 

fasilitas, pengawasan, gaji, biaya untukk kesejahteraan, dan lain-lain. Sementaraa 

Capitall Cost atau seringg pulaa disebut biayaa pembangunann mencakup biayaa 

untuk pembangunann fisik, pembeliann tanah, dan pengadaann barang-barangg 

lainnya yang didanaii melalui anggarann pembangunan.7 

Pembiayaann pendidikann meliputi (1) biayaa mutasi, (2) biayaa personal 

(3) biayaa operasional. Sumberr danaa ini darii APBN dan APBD. Disampingg itu 

terdapat juga sumberr danaa seperti BOS, danaa ini berasall dari pengurangann 

subsidii BBM, komitee sekolah, dan danaa dari masyarakatt atau orangg tuaa 

murid. Sekolahh swasta mendapatkann danaa dari uangg pembangunan, subsidii 

pemerintah, SPP, komitee sekolahh dan donator.8 

2. Fungsi Anggaran 

Penganggaran disamping sebagaii alatt untuk merencanakan dann 

pengendalian, juga merupakann alatt bantuu bagi manajemen dalamm 

mengarahkan suatuu lembagaa untuk menempatkann suatu organisasii pada 

posisii yang kuatt dan lemah. Karena itu, anggaran jugaa berfungsii sebagai tolakk 

ukurr keberhasilan suatuu organisasi dalamm mencapai sasarann yang telahh 

ditetapkan. Disampingg itu, anggarann dapat pula dijadikann alatt untuk 

mempengaruhii dan memotivasii pimpinann dan karyawann untuk bersifatt 

efesienn dalam mencapaii sasaran-sasarann lembaga.     

3. Prinsip dan Prosedur Penyusunan Anggaran 

 
6  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Sinar Grafika Jakarta. 

Hlm. 23. 
7  Danim, Sudarwan. Visi baru Manajemen Sekolah : Dari Unit Birokrasi ke Lembaga 

Akademik. Jakarta. Bumi Aksara. 2006. Hlm. 145. 
8  Yamin, Martinis. Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP. Gaung Persada Press 

Jakarta.  2007. Hlm. 88-89. 
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Apabilaa anggarann difungsikann sebagaii alatt dalam perencanaann 

maupunn pengendalian, makaa anggarann harus disusun berdasarkann prinsip-

prinsip sebagaii berikut : 

a. Adanyaa pembagiann wewenangg dan tanggung jawab yang jelas dalamm 

sistemm manajemenn dan organisasi. 

b. Adanyaa sistemm akuntansii yang memadaii dalam melaksanakan anggaran. 

c. Adanyaa penelitiann dan analisiss untukk mengetahuii efektifitas kinerjaa 

organisasi. 

d. Adanyaa dukungann dari pelaksanaann mulai dari atass sampai ke bawah.9 

 

Persoalann pentingg dalam penyusunann anggarann adalah bagaimanaa 

memanfaatkann danaa secaraa efesien, mengalokasikan secaraa tepatt dan 

memperhitungkan skalaa prioritas. Karena itu, prosedurr penyusunann anggaran 

memerlukan tahapan yang sistematis. 

Tahapann prosedur penyusunann anggarann adalah sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasii programm kerjaa yang akan dilakukann dalam periodee 

anggaran. 

b. Mengidentifikasii anggarann dalamm bentukk formatting. 

c. Memformulasikann anggarann dalamm bentukk formatting. 

d. Mengusulkann anggarann untuk memperolehh persetujuann dari yangg 

berwenang. 

e. Melakukann revisii anggaran. 

f. Persetujuann revisii usulann anggaran. 

g. Pengesahann anggaran.10 

 

Perluu diketahuii bahwa dalamm organisasii skalaa kecil, biasanyaa di 

susunn oleh staff pimpinan atau atasann dari suatu bagian, sedangkann dalamm 

skalaa besar, penyusunann anggaran diserahkann kepadaa bagian, seksii atau 

komisii anggarann yang secaraa khusus merangcang anggaran. 

 
 

 
9 Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Hlm. 50. 
10 Mukhtar, dkk.  Sekolah Berprestasi. Jakarta. Nimas Multima. 2003. Hlm. 51. 
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C. Sumber Biaya Pendidikan 

Kategorii pembiayaann pendidikann sendiri terdirii dari beberapa bagian 

yaitu: 

1. Biayaa langsungg terkait dengan penggajiann guru, administratorr staf 

sekolah, pembeliann peralatan, materii pelajaran dan gedungg sekolah. Biayaa 

ini berasall dari APBN dan APBD. Danaa pendidikann selain gajii dan biayaa 

pendidikann kedinasann dialokasikann minmal 20% darii APBN padaa sektorr 

pendidikann minimall 20% dari APBD.11 

2. Biayaa tidak langsungg merupakan biayaa penyusunann fasilitas pendidikan, 

perkiraann pendapatann jika sekiranyaa siswaa bekerja secaraa produktiff dan 

pajakk pendidikan. 

a. Biayaa pendidikann adalah biayaa yang dikeluarkann oleh para orangg 

tuaa dalam menyekolahkann anaknya, perbandingann jika seandainyaa 

biayaa tersebut diinvestasikann ke bidangg usaha selain pendidikan. 

b. Biayaa sosiall merupakan totall dari keseluruhann biayaa pribadi. Biayaa 

ini dibiayaii oleh publik.12 Untukk danaa sosiall ini dapat dimanfaatkann 

sebagai : 

1) Danaa rutinn yaitu danaa yang dipakai membiayaii kegiatan rutinn seperti 

tambahann gaji guru, pendidikan, penelitian, pengabdiann masyarakat, 

biayaa pemeliharaann dan lainnya. 

2) Danaa pembangunan, ialahh danaa yang dipakaii membiayai 

pembangunan-pembangunann dalamm berbagai bidang seperti saranaa dan 

prasarana, alatt belajar, mediaa dan sebagainya.    

 

Di lihatt darii sumber-sumbernya, biayaa pendidikann pada tingkatt 

makroo berasal dari : 

a. Pendapatann Negaraa dari sektorr pajak. 

b. Pendapatann darii sektorr nonn pajak, misalnyaa darii pemanfaatan 

sumberr dayaa alamm dan produksii nasionall lainnya. 

c. Keuntungann darii barangg ekspor dan jasa 

 
11  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Sinar Grafika Jakarta 

pasal 49 
12  Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan…., Hlm. 24 
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d. Usahaa negaraa lainnya, termasukk investasii sahamm pada perusahaann 

negara atau BUMN. 

e. Bantuann darii bentukk hibah (Grant) dan pinjamann luarr negeri (Loan) 

baikk dari lembaga-lembagaa keuangann internasionall maupun 

pemerintah.13  
 

 

D. Pengelolaan Biaya Pendidikan 

Strategii suatuu lembagaa pendidikann dalam menggalii biaya pendidikann 

secara administratiff dengan bagaimanaa seseorang pemimpin melakukann upaya 

pengelolaann sumberr daya dan sumberr biaya yang terdapat di dalam 

lingkungann suatu lembagaa pendidikan. Pengelolaan pendidikann harus mampuu 

berusaha sebaik mungkinn dalam mencari pemasukann keuangann guna 

memenuhii kebutuhan dalamm pendanaan pendidikan. Sebagaimanaa orang-

orangg terdahuluu yang telahh bersusah payahh dalam mencarii keuangann 

pendidikan. 

Strategii tersebutt diatas dapatt direalisasikann melalui penyelenggaraann 

berbagaii kegiatann seperti : 

a. Melakukann analisiss internall dan eksternal terhadap potensii sumber dana. 

b. Mengidentifikasi, mengelompokkann dan memperkirakann sumber-sumberr 

danaa yang dapatt digalii dan dikembangkan. 

c. Menetapkann sumberr danaa melalui : 

1) Musyawarahh dengann orangg tua didik pada awall tahunn ajaran. 

2) Menggalangg partisipasii masyarakatt melalui komitee sekolah. 

3) Menyelenggarakann kegiatann olahragaa dan keseniann peserta didikk untuk 

mengumpulkann danaa dengan memanfaatkan fasilitass sekolah.14   
 

 Karenaa itu, pengaturann pembiayaann pendidikann berhubungan dengan 

keputusan-keputusann organisasi/lembaga, secaraa umumm dapat dibedakann 

kedalam : 

a. Keputusann tentangg alokasii danaa ke berbagai macamm aktivitas 

b. Keputusann optimalisasii sumber-sumberr pemasukann yang berrdasarkan 

aturan. 

c. Keputusann pemanfaatann yang efektiff dan efesien untukk mencapai hasill 

yang maksimal.15 

 

 
13  Anonim,  Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang RI.  

Jakarta. 2003. Depag. Hlm. 13.  
14  Supriadi, Satuan Biaya…. Hlm.  23. 
15  Ibid. Hlm. 26. 
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Dalam banyak kasus, keputusan yang benar dan wajar atau salah dapat 

dipertimbangkan secara wajar melalui analisis. Melakukann analisis dan 

mengambil keputusan-keputusann organisasi/lembagaa merupakan tugass 

fungsionall bagian keuangan.  

Tugass fungsionall bagian keuangann adalah mengambil keputusann yang 

dapatt dibagi kedalam keputusann yang efektiff dan tidak merugikann 

organisasi/lembaga. Untukk dapat melaksanakann tugas-tugas tersebut, seorangg 

pengelolaa keuangann harus mengetahui empatt aspek, yaitu : 

a. Berpedomann padaa rencanaa anggarann yang tepat. 

b. Mengestimasi secaraa tepat nilaii nominall sumber-sumberr keuangan. 

c. Mencermatii tentangg pengaruhh waktuu dan ketidakpastian. 

d. Memperhitungkann efesiensi pengaruhh waktuu dan ketidakpastian. 

e. Memperhitungkan efesiensi pengeluarann secaraa cermat.16 
 

E. Standar Pembiayaan Pendidikan 

Menurut PP Nomorr 19 Tahunn 2005 tentang Stándarr Nasional 

Pendidikan, pasall 62 tentang Stándarr Pembiayaann Pendidikan sebagai berikut: 

1. Pembiayaann pendidikann terdiri atass biayaa investasi, biayaa operasi, dan 

biayaa personal. 

2. Biayaa investasii satuann pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputii biayaa penyediaann sarana dan prasarana, pengembangan sumberr 

dayaa manusia, dan modall kerjaa tetap. 

3. Biayaa personall sebagaimanaa di maksud pada ayat (1) meliputi biaya 

pendidikann yang harus dikeluarkann oleh pesertaa didikk untuk bisa 

mengikutii prosess pembelajaan secaraa teratur dan berkelanjutan. 

4. Biayaa operasii satuann pendidikan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Gajii pendidikk dan tenagaa kependidikan serta segalaa tunjangan yang 

melekatt pada gaji. 

b. Bahann atau peralatann pendidikann habiss pakai, dan 

c. Biayaa operasii pendidikann tak langsungg berupaa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaann saranaa dan prasarana, uang lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 

 

 
16  Ibid. Hlm. 26 
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5. Standarr biayaa operasii satuann pendidikann ditetapkan dengan Peraturann 

Menterii berdasarkan usulann BSNP.17 
 

F. Pembiayaan Pendidikan dan Otonomi Sekolah 

Pembiayaann pendidikann menjadii masalahh yangg sangat pentingg 

dalam keseluruhann pembangunann sistemm pendidikan. Uang memang bukan 

segala-galanyaa dalam menentukan  kualitass  pendidikan,  akan tetapi  segalaa  

kegiatann  pendidikann  memerlukan uang. Oleh karena itu jikaa Performance 

sistemm pendidikann diperbaiki, m a k a  manajemenn penganggarannyaa  juga 

tidak akan mungkin dibiarkan,  mengingatt  bahwaa anggarann  mesti 

mendukungg  kegiatan. Biaya pendidikann  merupakann  salah  satu komponenn  

masukan  instrumental  yangg  sangatt pentingg dalam penyelenggaraann 

pendidikann di sekolah. Dalamm setiapp upaya pencapaiann tujuann 

pendidikann baik  tujuan-tujuann yang bersifatt kuantitatiff maupun kualitatif, 

biayaa pendidikan  memiliki  peranann  yang  sangatt  menentukan.  

Menurut Supriadi, istilahh biayaa pendidikann sering kali dipadankann 

dengan pengeluarann padaa pendidikan. Biayaa pendidikan  dalam cakupann  ini 

memilikii  pengertian  yang luas, yaitu semuaa jenis pengeluarann yang 

berkenaan dengan penyelenggaraann pendidikan, baik dalam bentukk uangg 

maupun barangg dan tenagaa (yang dinyatakan dengan satuann moneter).18 

Biayaa mengacuu ke totall biayaa kesempatann suatu projek (sumberr 

daya sebenarnya digunakan) yang digunakan untuk perencanaan jangkaa 

panjang. Pengeluarann  menunjukkan  padaa  pembeliann  barang  dan  jasa,  

bangunann sekolah, perlengkapann dan lainnya.  Pengeluaran validd untuk 

analisiss alokasi. Seperti biayaa  pribadii  yaitu  biayaa  yang  di korbankann oleh  

muridd  atau  keluarganya,  yangg berupaa biaya langsungg (Fee, dikurangi rata-

 
17  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 62     

tentang Standar Pembiayaan Pendidikan 
18  Supriyadi, Dedi.  Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.  Rujukan bagi Penetapan 

Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah.  

Bandung:  PT Remaja Rosdakarya. 2006. Hlm. 3 
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rataa nilai biasiswaa jika menggunakan danaa pemerintah,  buku-buku, dsb) dann 

biayaa tidakk langsung  (penghasilann  yangg hilang).19 

Konsepp biayaa pendidikann ini dapat dibedakann dengan cara 

mengelompokkann  biayaa yang terjadi, yaitu (1) Sociall and Private Cost, (2) 

Opportunityy Costt and Money Cost, and (3) Explicitt and Implicitt Costs.20 

Menurut Anwar dalamm pendidikann dikenal beberapa kategori biayaa 

pendidikann yaitu (1) biayaa langsung (Direct Cost) dan biayaa tidak langsungg 

(Indirect Cost), (2) biayaa pribadii (Private Cost) dan biayaa sosiall (Social 

Cost), dan (3) biayaa dalamm bentuk uangg (MonetaryyCost) dan bukann 

uangg (Non-Monetaryy Cost). 21 Dalamm kenyataannya, pengkategorian biayaa 

pendidikan  tersebut  dapat  “bertumpangg  tindih”;  misalnyaa  ada  biayaa 

pribadii  dan sosiall yang bersifatt langsungg dan tidak langsungg serta berupaa 

uangg dan bukan uang, dan adaa juga biayaa langsungg dan tidak langsungg 

serta biaya pribadii dan biayaa sosial yang dalam bentuk uangg maupun bukan 

uang. 

Dari uraian di atass menunjukkann bahwaa dalamm upaya perbaikann 

mutuu pendidikann pada tingkatt satuan pendidikan (sekolah) atau mutuu 

pendidikann pada umumnya, pemahaman yang serius terhadap berbagaii aspekk 

pembiayaann pendidikann sangatt diutamakan. Pemahamann terhadapp berbagai 

aspekk pendidikann sangatlah penting diperhatikan untuk dapat mencapai 

tujuannpendidikann yang diinginkan. Pemahamann yang di maksudd   

merentangg   dari   hal-hall   yang   sifatnyaa   mikroo   (satuan pendidikan) 

hinggaa yang makroo (nasional), antara lain meliputi sumber-sumberr 

pembiayaann pendidikan, sistemm dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitass 

dan efisiensii dalamm   penggunaannya,   dan   akuntabilitass   hasilnyaa   yang   

diukurr   dari perubahan-perubahan kuantitatiff dan kualitatiff yang terjadi padaa 

semuaa tataran, khususnya tingkatt sekolah.22 

 
19  G. Latchanna, dan Hussein,  J. O.   Economics  of Education.   New Delhi: Discovery 

Publishing House. 2007. Hlm. 51-52 
20  Ibid.  Hlm. 52-56 
21  Anwar,  I.    Biaya  Pendidikan  dan  Metode  Penetapan  Biaya  Pendidikan. Mimbar 

Pendidikan, No. 1 Tahun  X, 1991. Hlm. 28—33. 
22   Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan,  Hlm. 7 
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Apabilaa diperhatikann  dengann seksama,  biayaa pendidikan  atau 

pengeluarann  sekolahh sangatt  ditentukann  oleh  komponen-komponenn  

biayaa  pendidikann  yang  jumlahh  dan porsinya berbeda-bedaa antara satu 

sekolahh dengan sekolahh lainnya. Berdasarkan pendekatann  unsur biayaa 

(Ingridient  Approach), pengeluarann  sekolah  dapat di kategorikann  ke dalam  

beberapaa  item  pengeluarann  yang  berupaa (a)  pengeluarann untuk   

pelaksanaana   pelajaran, (b)   pengeluarann   untukk   tataa   usahaa sekolah, (c) 

pemeliharaann   sarana   dann   prasaranaa   sekolah,   (d)   kesejahteraann   

pegawai,  (e) administrasi,  (f) pembinaana  tekniss edukatif, dana (g) 

pendataan.23  

Secaraa  lebih  rincii  pemanfaatana   biayaa pendidikann  di  sekolahh  

digunakann  untukk berbagaii komponenn yang berupaa (a) gaji/ kesejahteraann 

pegawaii (termasukk guru), (b) pembinaann profesi guru, (c) pengadaann alat-

alatt pelajaran, (d) pengadaann bukuu pelajaran, (e) perawatan/rehabilitasii 

gedungg ruangg  belajar, (f) pengadaan  sarana kelas, (g) pengadaann saranaa 

sekolah, (h) pembinaann kegiatan ekstrakurikuler, dan (i) pengelolaana 

sekolah.24 

Pengeluarann biayaa pendidikann di atas terlihat bahwaa secara 

keseluruhann merupakan bebann yang harus dikeluarkann oleh sekolah.   Dii 

sisi lain, terdapatt juga biaya-biayaa yang  harus  dikeluarkann  oleh  siswaa  

atau  keluarganyaa  berkaitann  dengan  kegiatann sekolah dapat berupaa (1) 

uang pangkal/uangg masuk, (2) iurana rutinn sekolah, (3) ulangan, (4) kegiatan 

ekstra-kurikuler, (5) praktikum, (6) buku-bukuu pelajaran/latihan/LKS,  (7) 

bukuu dan alat-alatt tulis, (8) tasa sekolah, (9) sepatua sekolah, (10) 

transportasii  ke sekolah, (11) pakaiannseragamm sekolah,  (12) pakaian olahh 

raga, (13) less di sekolah oleh gauru, (14) kursus/les di luar sekolah, (15) karyaa 

wisata,  (16)  sumbangann  insidental,  (17)  uangg  saku/jajan  siswa,  dan  (18)  

biayaa lainnya.25 

 
23   Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan…., Hlm. 24 
24   Ibid. Hlm. 109 
25   Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Hlm. 192. 
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Dalamm konsepa pembiayaanaa pendidikana  ada duaa hal pentingg 

yang perluu dikaji atau dianalisis, yaituu biayan pendidikan  secaraa 

keseluruhana  (Total Cost) dan biayaa satuana per siswaa (Unit Cost). Biayaa 

satuann di tingkatt sekolahh merupakann Aggregate biaya pendidikann tingkata 

sekolah, baik yang bersumberr dari pemerintah, orangg tuaa siswa, dan  

masyarakatt yang  dikeluarkan  untuk  penyeleng-garaan  pendidikann  

dalammsatu tahunn pelajaran. Biayaa satuan per siswaa merupakan ukurann 

yang menggambarkann seberapa besarr uang yangg dialokasikannke sekolah-

sekolahh secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuhh pendidikan.  

Sebagaimanaa kita pahami bersama bahwaa pelaksanaan otonomi daerahh 

(pendidikan) telah memilikii dasarr yang kuat.  Beberapaa aturan yang 

merupakan dasarr pelaksanaan otonomiitersebut antara lain Undang-undangg 

Nomorr 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahann Daerahh (UUPD 1999), 

Peraturann Pemerintahh Nomora 25 Tahunn 2000 tentang Kewenangana 

Pemerintaha dan Kewenangana Provinsii sebagai daerah otonom dll. 

Konsepa  munculnyaa otonomii  daerah  (pendidikan) didasarkan padaa  

polae  pemikirana yanga  sangat  baik,  yaitu  untukk  menumbuh kembangkana  

inisiatifa  dan  kreatifitasi di tingkata daeraha dan sekolah.   Pemerintaha daeraha 

berania mengatasii kekurangana guru, sekolah memiliki inisiatifa untuk 

meningkatkana mutue guru, daeraha memiliki anggarana yang memadahia untuk 

pengadaana buku, daeraha berani meningkatkanakesejahteraana guru, dan 

masiha banyaka pemikiran yang mendasari munculnyaa otonomia daerah 

(sekolah). Namunasatu hal yang perlu dipahami bahwaauntukamembuat 

kebijakana yang selaras  dengan  kearifana lokala bukanamerupakan  hal yang  

mudaha  dilakukan. Sekolah dan daeraha sangat memerlukan tenagaa ahlii yang 

sesuai untuk dapat meningkatkana  dan  mengembangkana  sekolahh  (daerah). 

Selama  ini  sumbera dayan manusiaa yang ada sudaha terbiasa melakukann 

kegiatan yangg bersifatt rutin. 

Di kutif oleh Baedhowii mengatakann bahwa perlu ada semacam 

pemaparanisecara komprehensifi untuk menjelaskana konsep dasari dan 

implementasia kebijakana otonomi daerahi bidangg pendidikan. Konsep  tentangi  
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perlunyaa  kebijakani  otonomia  pendidikan,  dipandang perlu  karenaa  daerahi  

lebihi  Accountable  dan  efektifi  dalami  mengelola  pendidikan. Berbedaa jauhi 

dibanding masaa sentralisasii pendidikan, dengani birokrasia berbeliti dan 

panjang. Keuntungani fundamental   memakai sistemi desentralisasi, yaitu jika 

keputusani berangkati dari daerah, keuntungannyaa daerah lebihi mengetahui 

persoalan pendidikan di wilayahnya, ketimbangapusat.26Menurut  Hamijoyo  

terdapat  beberapa  hall  yangi  haruss dipenuhi   dalamm   pelaksanaani   

desentralisasi    pendidikan,   yaitu   (1)   polaa   dan pelaksanaani  manajemeni  

harus  demokratis;  (2)  pemberdayaani  masyarakati  harus menjadia  tujuan  

utama;  (3) perani sertaa  masyarakati bukan  hanyaa padaa staheholders, tetapii  

haruss  menjadia  bagian  mutlakk  dari  sistemi  pengelolaan;  (4) pelayanani  

harusi lebih  cepat,  efisien,  efektif,  melebihin pelayanani  era sentralisasis  demi  

kepentingani pesertaa didiki dan rakyati banyak;  dan (5) keanekaragamani 

aspirasiadan nilai serta normaa lokal harus dihargai dalami kerangkaa dan demi 

penguatani sistemi pendidikani nasional.27 

Ada beberapaa permasalahani yangg mungkin akan dihadapi oleh 

sekolahi dalamm pelaksanaani otonomia pendidikani diantaranya berupa (1) 

kebijakani yangi dibuat oleh pihak sekolahi dihadapkani pada kondisia 

faktualayang harus segeraadirespon,(2) sekolahi di tuntut harus mengelolaa  

sendirii sumbera dayaa yang diperlukann  (mencarii  dan memanfaatkannya), 

(3) masing-masingi sekolahi harus memilikii sumber dayaa manusiaa yang benar-

benar profesional, (4) sekolahi perlu memiliki kecerdasani yang memadaii untuka 

dapat menyusuni kurikulumm yang benar-benar  menjawabi kebutuhan,  (5) 

penyelenggaraani sekolahi harus berbasiss pada sosiall budayaa lokal di mana 

sekolahi bertempat, dan (6) sekolahi harus benar-benarr memiliki kecerdasani 

berwiraswastaa dan berjiwaa inovatifi untukk mampuu mengembangkann 

sekolahn (satuan pendidikan). 

 

 
26  Baedhowi. Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan  

Implementasi. 2007   (Online).    http://www.penapendidikan.com/mengupas- otonomi-

pendidikan.html,. 
27  Hamijoyo, Santoso S.  Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk   

Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan.  Malang.  FIP UNM, 1999.  Hlm. 3. 

http://www.journal.an-nadwah.ac.id/
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KESIMPULAN 

 

1. Biayaapendidikann merupakanasalahi satu komponenn masukan Instrumental 

yangg sangatt penting bagi penyelenggaraann pendidikan. Hampiri tidak adaa 

upaya pendidikani yang mengabaikan peranan biaya, sehinggaa dapati 

dikatakan tanpaa biaya, prosesi pendidikan tidak dapat berjalani dengann baik 

dan lancar. 

2. Pembiayaani pendidikani dalam Undang-Undangg Sistems Pendidikan 

Nasionall Nomori 20 Tahun 2003, pasall 46 (ayat 1) menyatakan merupakani 

tanggungg jawabb bersama antaraa pemerintah, pemerintah daerahi dan 

masyarakat. Kemudiani (ayat 2) pemerintahi dan pemerintah daerahi 

bertanggungg jawabi menyediakani anggarani pendidikan sebagaimanaa 

diatur dalam pasall 31 ayat 4 Undang-Undangg Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pembiayaani pendidikani dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biayaa rutin 

(Recurring Cost) dan biayaa modal (Capital Cost). Recurring Cost pada 

intinyaa mencakupi keseluruhani biayaa operasionall penyelenggaraan 

pendidikan, sepertia biayaa administrasi, pemeliharaani fasilitas, pengawasan, 

gaji, biayaa untukk kesejahteraan, dan lain-lain. Sementara Capitall Cost atau 

seringg pula disebut biayaa pembangunann mencakup biayaa untuk 

pembangunani fisik, pembeliani tanah, dan pengadaan barang-barangg 

lainnyaa yang didanaia melalui anggarani pembangunan. 

4. Di lihatt darii sumber-sumbernya, biayaa pendidikani pada tingkat makro 

berasall dari : Pendapatani Negarai dari sektorr pajak, pendapatani dari sektorr 

noni pajak, misalnyaa dari pemanfaatani sumber dayaa alam dan produksia 

nasionala lainnya, keuntungani dari barangg eksporr dan jasa, usahaa negaraa 

lainnya, termasuki investasii sahami pada perusahaan negaraa (BUMN), 

bantuani dari bentuk hibahi(Grant) dan pinjamani luar negeri (Loan) baik dari 

lembaga-lembagaa keuangani internasional maupun pemerintah. 
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